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Abstract 

This research aims to analyze the complexity of village government governance in Juanga Village, 

with a focus on the pseudo-concept of village autonomy, which occurs as a result of the top-down 

APBDes mechanism and the minimal use of village autonomous authority. The research method 

was carried out through qualitative analysis. The research findings show that external intervention 

from higher power institutions and the inadequate use of village authority have reduced the 

substance of village autonomy. The recommendations of this research underscore the need for 

proactive action to strengthen the capacity of village governments and the Village Consultative 

Body (BPD), as well as increase community participation in the formation of village policies to 

ensure the development of authentic and sustainable village autonomy. Apart from that, concrete 

efforts are also needed to overhaul the APBDes preparation mechanism so that it is more inclusive 

and responsive to local needs, as well as reducing external intervention that can obscure village 

authority in determining development priorities. These strategic steps will help Juanga Village 

achieve the vision of genuine village autonomy, where the community can be actively involved in 

decision-making related to the development and management of local resources. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompleksitas tata kelola pemerintahan desa di Desa 

Juanga, dengan fokus pada konsepsi pseudo otonomi desa yang terjadi akibat mekanisme APBDes 

yang bersifat top down dan minimnya pemanfaatan kewenangan otonomi desa. Metode penelitian 

dilakukan melalui analisis kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa intervensi eksternal 

dari pranata kekuasaan di atasnya dan ketidakmaksimalan pemanfaatan kewenangan desa telah 

mereduksi substansi otonomi desa. Rekomendasi penelitian ini menggarisbawahi perlunya 

tindakan proaktif untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD), serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan desa guna 

memastikan pengembangan otonomi desa yang autentik dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan 

juga adanya upaya konkret untuk merombak mekanisme penyusunan APBDes agar lebih inklusif 

dan responsif terhadap kebutuhan lokal, serta mengurangi intervensi eksternal yang dapat 

mengaburkan kewenangan desa dalam menentukan prioritas pembangunan. Langkah-langkah 

strategis ini diharapkan dapat membantu Desa Juanga mencapai visi otonomi desa yang sejati, di 
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mana masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

pembangunan dan pengelolaan sumber daya local. 

 

    

    

    

    
 

 

1.  Pendahuluan 

Otonomi merujuk pada prinsip pemerintahan di mana otoritas dan keputusan di dekonsentralkan dari pemerintah 

pusat ke unit-unit administratif yang lebih kecil, seperti daerah, provinsi, atau wilayah (Duncan, 2007; Nurrochmat et 

al., 2021; Smith, 2008). Konsep otonomi bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada entitas-

entitas lokal agar dapat mengatur urusan internal mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-

masing daerah, serta memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak 

langsung pada kehidupan mereka (H. Prabowo, 2019; Talitha et al., 2020). Melalui otonomi, diharapkan tercipta 

pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan akuntabel, serta memperkuat semangat demokrasi dan kebhinekaan di 

tingkat lokal (Guritno et al., 2019; P. A. Prabowo et al., 2021). Saat ini, otonomi juga telah dikaitkan dengan sistem 

pemerintahan desa (Pratolo et al., 2020). 

Otonomi desa sebagai prinsip penting dalam konteks pemerintahan lokal di Indonesia. Otonomi desa telah 

memberikan momentum yang signifikan dalam memperkuat peran serta serta pemberdayaan masyarakat di tingkat 

pedesaan (Kusumaputra, 2017; Pratolo et al., 2020). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, terjadi perubahan paradigma yang berdampak positif bagi pembangunan di tingkat desa (Agustina, 2019). 

Otonomi desa di Indonesia membawa konsepsi bahwa desa merupakan entitas yang memiliki otoritas dan kemampuan 

untuk mengatur urusan dalam lingkup wilayahnya sendiri, termasuk pengelolaan keuangan, sumber daya alam, serta 

peningkatan kesejahteraan masyarakatnya (Kokotiasa, 2021; Pamungkas, 2019). Dalam konteks ini, pemberian 

kewenangan kepada desa secara langsung telah memperkuat demokrasi lokal dan mendorong partisipasi aktif masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa, menciptakan peluang nyata untuk 

pertumbuhan ekonomi inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan (Rosidin, 2019; Rozikin, 2019). 

Dalam beberapa tahun terakhir, otonomi desa telah membuka ruang untuk peningkatan akses dan penyediaan 

pelayanan publik dasar di wilayah pedesaan yang sebelumnya terabaikan (Jiwantomo & Riyanto, 2022; Kusumaputra, 

2017). Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan telah memberikan 

kesempatan untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas lokal yang lebih spesifik, memastikan bahwa sumber daya 

tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan memperkuat peran serta partisipasi aktif dalam menangani berbagai 

isu sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat (Baharuddin et al., 2022; Lestaluhu et al., 2023; Rifaid et al., 

2023; Talitha et al., 2020). Selain itu, otonomi desa juga telah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan 

memberikan kesempatan bagi pengembangan potensi lokal, seperti pertanian, perkebunan, kerajinan, dan pariwisata, 

yang pada gilirannya telah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa (Alianur, 2022; Hardiyanti & 

Diamantina, 2022). Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, perlu diakui bahwa implementasi otonomi desa 

telah memberikan dorongan yang signifikan dalam memperkuat kedaulatan dan kemandirian desa, sehingga 

menciptakan landasan yang kokoh untuk pembangunan berkelanjutan di tingkat pedesaan. 

Otonomi desa memiliki peran yang krusial dalam mendorong pembangunan di tingkat pedesaan, dengan memberikan 

kesempatan bagi masyarakat setempat untuk secara langsung terlibat dalam proses perencanaan, penganggaran, dan 

pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Melalui pemberdayaan dan partisipasi aktif 

masyarakat, otonomi desa memungkinkan adanya pengelolaan sumber daya secara lebih efektif dan efisien, penguatan 

sektor ekonomi lokal, peningkatan akses terhadap layanan publik dasar, serta peningkatan kesejahteraan secara 

keseluruhan (Adhinata et al., 2020; Mahriadi et al., 2021; Retnowati et al., 2022). Dengan demikian, otonomi desa 

menjadi pendorong utama dalam menciptakan landasan yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, yang 

tidak hanya memperkuat kedaulatan lokal, tetapi juga mengurangi disparitas pembangunan antara wilayah perkotaan 

dan pedesaan. Otonomi desa juga berlaku di Desa Juanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, 

provinsi Maluku Utara (Firjal & Lule, 2022). 

Meskipun memiliki potensi yang kuat untuk mendorong pembangunan pedesaan, implementasi kebijakan otonomi 

desa di Indonesia pada umumnya juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satu masalah utama 

adalah terkait kapasitas manusia dan kelembagaan yang terbatas di tingkat desa, yang seringkali membatasi kemampuan 

untuk mengelola anggaran secara efisien, membuat perencanaan pembangunan yang terukur, dan melaksanakan 

program-program pembangunan dengan baik (Irawati, 2021). Selain itu, kurangnya akses terhadap informasi dan sumber 

daya teknis, serta adanya disparitas antara desa-desa yang maju dan tertinggal, juga menyulitkan upaya untuk mencapai 

kesetaraan pembangunan (Karyada et al., 2020). Dalam konteks ini, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam 

memperkuat kapasitas administratif dan teknis, serta penyediaan akses yang lebih luas terhadap bantuan teknis dan 
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pelatihan yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan (Nurdin & 

Baharuddin, 2023). 

Selain permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, masih seringnya ditemukan kasus korupsi di tingkat desa 

juga menjadi hambatan serius dalam mewujudkan otonomi desa yang efektif dan pembangunan desa yang berkelanjutan. 

Kasus-kasus korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan desa secara langsung, tetapi juga merusak kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah desa dan lembaga pemerintahan setempat. Oleh karena itu, perlunya peningkatan 

pengawasan dan transparansi dalam penggunaan dana desa menjadi krusial untuk mencegah terjadinya praktik korupsi 

yang merugikan pembangunan desa (Prihatmanto et al., 2023; Rohman Warsito & Alia Maerani, 2018). 

Selanjutnya, upaya pemberantasan korupsi di tingkat desa juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah desa, 

lembaga pengawas, dan masyarakat setempat. Ikut memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, serta 

memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pencegahan korupsi, diharapkan 

tercipta lingkungan yang lebih baik dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa (Prihatmanto et al., 2023; 

Rohman Warsito & Alia Maerani, 2018; Sutarna & Subandi, 2023). Peningkatan kesadaran akan bahaya korupsi dan 

dampak negatifnya terhadap pembangunan akan menjadi langkah awal yang penting dalam membangun budaya 

integritas dan transparansi yang kuat, khususnya di Indonesia (Baharuddin et al., 2021). 

Kasus korupsi yang masih sering terjadi di tingkat desa secara langsung mengancam prinsip otonomi desa yang 

seharusnya memberikan kewenangan penuh kepada desa dalam mengelola urusan lokalnya. Praktik korupsi yang 

merugikan keuangan desa dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa menciptakan ketidakpastian 

dan ketidakpercayaan terhadap kemampuan desa untuk mandiri dan mengambil keputusan secara independen. Oleh 

karena itu, upaya pemberantasan korupsi di tingkat desa harus menjadi prioritas utama dalam mendukung upaya 

mewujudkan otonomi desa yang ideal (Mahriadi et al., 2021). Dengan mendorong integritas, transparansi, dan 

akuntabilitas yang kuat dalam pengelolaan dana desa, diharapkan desa dapat memperkuat kedaulatannya dalam 

mengambil keputusan pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Untuk mengatasi tantangan yang kompleks dalam implementasi kebijakan otonomi desa di Indonesia, perlu adanya 

upaya yang lebih intensif dalam memperkuat kapasitas manusia dan kelembagaan di tingkat desa. Hal ini dapat dilakukan 

melalui penyediaan akses yang lebih luas terhadap bantuan teknis dan pelatihan terkait perencanaan, penganggaran, dan 

pelaksanaan program pembangunan. Disamping itu, perlunya penguatan akses terhadap informasi dan sumber daya 

teknis juga menjadi kunci penting, sehingga dapat membantu mengurangi disparitas antara desa-desa yang maju dan 

tertinggal, serta meningkatkan kemampuan desa-desa dalam mengelola anggaran secara efisien dan membuat 

perencanaan pembangunan yang terukur. 

Penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek terkait implementasi kebijakan otonomi desa di berbagai 

wilayah di Indonesia, namun masih terdapat kekurangan dalam pemahaman tentang konsep "Pseudo Otonomi Desa" dan 

bagaimana masalah tersebut muncul dalam konteks implementasi kebijakan otonomi desa, khususnya di Desa Juanga. 

Research gap ini menyoroti pentingnya mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya distorsi atau 

penyimpangan dalam penerapan otonomi desa di Desa Juanga, serta mengkaji dampaknya terhadap proses pembangunan 

desa secara keseluruhan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam mekanisme 

"Pseudo Otonomi Desa" yang terjadi di Desa Juanga, serta untuk memahami dampaknya terhadap efektivitas 

pelaksanaan kebijakan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini mengusung pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam 

tentang fenomena pseudo otonomi desa di Desa Juanga. Untuk menguak akar permasalahan tersebut, penelitian ini 

secara cermat menentukan informan kunci yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan desa. Dengan 

demikian, Kepala Desa Juanga, Sekretaris Desa Juanga, Ketua dan Anggota BPD, Kepala Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa, dan Kepala Dinas terkait dijadikan informan utama yang memberikan data yang bersifat autentik dan 

valid. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, sementara data sekunder diambil 

dari dokumen resmi, laporan, dan arsip terkait. 

Melalui pendekatan deskriptif kualitatif ini, penelitian menggambarkan secara rinci dan mendalam fenomena pseudo 

otonomi desa di Desa Juanga. Dengan penentuan informan kunci yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan 

desa, termasuk Kepala Desa Juanga, Sekretaris Desa Juanga, Ketua dan Anggota BPD, Kepala Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa, dan Kepala Dinas terkait, penelitian ini memastikan akurasi dan validitas data yang diperoleh. 

Wawancara mendalam dengan informan kunci digunakan sebagai sumber data primer, sementara data sekunder 

diperoleh dari dokumen resmi, laporan, dan arsip terkait, memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap 

permasalahan dan dinamika pseudo otonomi desa di Desa Juanga. Selain itu, studi ini juga memaksimalkan analisis 

dengan alat analisis seperti Nvivo 12 Plus. 
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3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Pseudo Otonomi Desa Dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Desa 

Problematika implementasi kebijakan otonomi desa merupakan isu yang kompleks dan penting dalam konteks 

pembangunan pedesaan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kebijakan otonomi desa dirancang untuk 

memberdayakan dan meningkatkan kemandirian desa, namun seringkali dihadapkan pada tantangan implementasi yang 

meliputi keterbatasan kapasitas manusia, ketimpangan dalam akses sumber daya, dan disparitas antara desa-desa maju 

dan tertinggal. Melalui pemahaman mendalam terhadap berbagai aspek yang terlibat, dapat diupayakan solusi yang 

efektif untuk mengatasi hambatan tersebut, dan mendorong tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan 

di tingkat desa. 

Dalam konteks penelitian terkait pseudo otonomi desa di Desa Juanga, pemahaman akan dua faktor krusial yang 

menyebabkan fenomena tersebut, yaitu penekanan pada kesesuaian program desa dengan visi-misi Bupati serta 

intervensi eksternal yang kuat dalam pembangunan desa, menunjukkan kompleksitas dinamika tata kelola pemerintahan 

desa di Indonesia. Penekanan pada pengelolaan APBDes yang bersifat top down juga menjadi sorotan penting dalam 

kajian ini, menggarisbawahi perlunya pemahaman yang mendalam terkait prosedur dan dinamika pelaksanaan program 

pembangunan desa. Dalam dua tahun terakhir, Pemerintah Desa Juanga telah mengikuti prosedur secara cermat dalam 

menyusun APBDes, namun tantangan terkait konsistensi program desa dengan kebijakan pemerintah daerah tetap 

menjadi fokus perhatian. Hal ini dapat dicermati pada anggaran pendapatan di desa tersebut. 

Tabel 1. Anggaran Pendapatan Belanja Desa Juanga 2022-2023. 

No Tahun 

Anggaran 

Total 

Pendapatan 

Sumber Anggaran 

Dana Desa Alokasi DBH Alokasi Dana 

Desa 

PADes 

1 2022 1,055,874,211 641,475,000 25,117,151 389,282,060 - 

2 2023 1,080,396,269 645,384,000 22,906,269 412,106,000 - 

 

Tabel 1 menunjukkan rincian Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Juanga untuk periode 

2022-2023. Pada tahun 2022, total pendapatan desa mencapai 1.055.874.211 dengan rincian sumber anggaran meliputi 

Dana Desa sebesar 641.475.000, Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) senilai 25.117.151, Alokasi Dana Desa sebesar 

389.282.060, dan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang belum tercatat. Sementara itu, pada tahun 2023, total pendapatan 

desa meningkat menjadi 1.080.396.269 dengan rincian sumber anggaran yang hampir serupa, termasuk Dana Desa 

sebesar 645.384.000, Alokasi DBH senilai 22.906.269, Alokasi Dana Desa sebesar 412.106.000, dan belum tercatatnya 

PADes. Tabel ini memberikan gambaran tentang perubahan pendapatan desa dari tahun ke tahun dan memperlihatkan 

proporsi berbagai sumber pendapatan yang menjadi sumbangan penting dalam APBDes Desa Juanga. 

Data tersebut juga mencerminkan kecenderungan Pemerintah Desa Juanga selama dua tahun terakhir yang 

tergantung pada dana transfer, alokasi DBH, dan alokasi dana desa, tanpa memanfaatkan potensi lokal sebagai sumber 

pendapatan asli desa. Hal ini mengindikasikan kurangnya inisiatif dalam menggali potensi lokal sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Pemerintahan Desa yang mendorong otonomi desa. Kegagalan dalam memanfaatkan potensi tersebut 

berpotensi mereduksi status desa sebagai entitas otonom. Terlebih, anggaran desa yang cenderung digunakan untuk 

kegiatan rutin, gaji, tunjangan, dan perlengkapan lainnya tanpa adanya program yang secara khusus mendorong 

terciptanya konsep desa mandiri dan sejahtera. Diperlukan strategi yang lebih proaktif dalam mendorong pemanfaatan 

potensi lokal guna memperkuat otonomi desa serta menciptakan program pembangunan yang berkelanjutan. 

Penting bagi Pemerintah Desa Juanga untuk mengadopsi strategi yang lebih holistik dan berkelanjutan guna 

mengurangi ketergantungan pada dana transfer dan alokasi dari pemerintah pusat. Upaya ini dapat mencakup 

pengembangan potensi lokal melalui peningkatan sektor ekonomi lokal, promosi pariwisata, atau pengembangan 

industri kecil dan menengah yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mendiversifikasi 

sumber pendapatan desa, termasuk memperkuat pendapatan asli desa dan mengalokasikan dana desa dengan lebih cerdas 

untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan mendesak sementara juga mendorong pembangunan jangka panjang yang 

berkelanjutan dan berdaya saing. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan inovatif, Desa Juanga dapat mencapai 

otonomi yang lebih kuat dan mengimplementasikan program pembangunan yang berdampak positif secara menyeluruh 

bagi masyarakat setempat. 
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Selain itu, penting bagi Pemerintah Desa Juanga untuk melibatkan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan 

pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, dapat tercipta kesadaran 

kolektif akan potensi lokal yang ada dan strategi terbaik untuk memanfaatkannya secara berkelanjutan. Pembentukan 

lembaga partisipatif seperti kelompok swadaya masyarakat atau forum komunikasi dan koordinasi antara pemerintah 

desa dan masyarakat dapat menjadi sarana yang efektif untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan yang 

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan demikian, otonomi desa dapat 

terwujud bukan hanya dalam ranah administratif, tetapi juga dalam partisipasi aktif masyarakat dalam proses 

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bersama. 

Untuk melanjutkan analisis, studi ini berhasil memetakan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa 

Pemerintah Desa Juanga 2022-2023. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa memiliki manfaat 

yang signifikan secara umum, terutama dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. 

Melalui APBDes, pemerintah desa dapat merencanakan, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya finansial secara 

efisien untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan mendukung berbagai program pembangunan lokal. Selain itu, 

APBDes juga memungkinkan transparansi dalam penggunaan dana desa, memberikan kepastian anggaran bagi kegiatan 

operasional, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor penting lainnya yang mendukung pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Dengan demikian, APBDes berperan sebagai instrumen 

penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan infrastruktur, memperkuat pelayanan 

publik, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pedesaan. 

Tabel 1. Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Juanga 2022-2023. 

No Uraian Tahun Anggaran 

2022 2023 

1 Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 380.319.031 603.128.280 

2 Bidang pelaksanaan pembangunan desa 290.400.000 318.985.349 

3 Bidang pembinaan kemasyarakatan 79.197.180 96.482.640 

4 Bidang pemberdayaan masyarakat 120.440.000 29.500.000 

5 Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa 310.518.000 64.800.000 

Total 1.180.874.211 1.112.896.269 

 

Dari rincian APBDes 2023, terlihat bahwa sekitar 60% dari total anggaran dialokasikan untuk biaya penyelenggaraan 

pemerintahan, termasuk tunjangan dan operasional pemerintahan desa, serta kegiatan terkait tata praja, perencanaan, 

keuangan, dan pelaporan. Sementara itu, sekitar 29,5% anggaran dialokasikan untuk pembangunan desa, dan 8,9% untuk 

pembinaan kemasyarakatan. Adapun sektor pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana hanya menerima 

masing-masing 2,7% dan 6% dari total APBDes. Namun, ketika diidentifikasi secara lebih mendalam, ditemukan fakta 

bahwa sekitar 68,3% atau Rp. 737.384.560 dari total APBDes 2023 digunakan untuk gaji, tunjangan, dan 

honorarium/insentif, sementara sekitar 25,9% digunakan untuk biaya operasional dan perlengkapan lainnya. Postur 

anggaran yang demikian menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam prioritas penggunaan dana, yang dapat 

menghambat usaha pengembangan desa menuju kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Diperlukan 

penyesuaian yang tepat dalam alokasi anggaran untuk lebih mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan 

peningkatan kesejahteraan di Desa Juanga. Struktur APBDes 2023 yang hampir sepenuhnya teralokasikan untuk 

pembiayaan kegiatan rutin dan birokrasi desa meninggalkan hanya sekitar 5,9% yang dapat digunakan untuk 

pembangunan desa. Situasi semacam ini berpotensi mengubah esensi desa menjadi hanya wilayah administratif semata, 

yang kehilangan kewenangannya dalam mengatur urusan lokal secara optimal. Tanpa perubahan yang signifikan, desa 

akan terus berada dalam siklus rutin menggunakan anggaran untuk biaya operasional dan gaji, sehingga kewenangan 

desa yang seharusnya menjadi keistimewaan akan kehilangan substansi nyata. 

Selain itu, adanya kegiatan di dalam APBDes yang dievaluasi dan dikelola oleh DPMD, seperti program Pelatihan 

Jurnalis dan Promosi Desa, menimbulkan kompleksitas yang lebih dalam. Meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk 

dalam kategori prioritas dalam inventarisasi kegiatan pembangunan desa, anggaran yang diperuntukkan untuknya 
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dialokasikan dan dikelola oleh DPMD. Kondisi ini menunjukkan adanya keterlibatan instansi di luar pemerintahan desa 

dalam pengelolaan anggaran desa, yang berpotensi mengaburkan kewenangan desa secara langsung dalam menentukan 

prioritas pembangunan dan penggunaan anggaran. Diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap proses pengambilan 

keputusan terkait pengelolaan anggaran desa untuk memastikan bahwa kewenangan desa tidak tergerus oleh intervensi 

dari pihak eksternal. 

Penelitian dan evaluasi terhadap APBDes di Desa Juanga mengungkap adanya intervensi yang kuat dari pemerintah 

daerah dalam penentuan kebijakan desa, yang berimplikasi pada pengabaian terhadap urgensi program lokal yang 

mungkin tidak selaras dengan agenda pemerintah daerah. Ketika evaluasi APBDes dilakukan berdasarkan visi-misi 

kepala daerah, substansi dari otonomi desa menjadi terdistorsi, sehingga desa kehilangan daya aktualisasi 

kewenangannya dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Selain itu, keterbatasan dalam pembentukan peraturan 

desa oleh pemerintah desa dan BPD menandakan kurangnya pemahaman terhadap kewenangan yang diberikan oleh 

Undang-Undang Desa. Terbatasnya jumlah peraturan desa yang dihasilkan, terutama terkait dengan isu-isu vital seperti 

pengelolaan sumber daya lokal dan ketertiban masyarakat, mengindikasikan bahwa otonomi desa di Desa Juanga belum 

terealisasikan secara optimal, menyebabkan kesan bahwa desa hanya menjadi alat birokrasi untuk melaksanakan agenda 

pemerintah daerah tanpa memperhatikan urgensi lokal. 

Dalam konteks ini, pseudo otonomi desa di Desa Juanga terlihat bukan hanya karena intervensi eksternal atau 

penyelarasan program desa dengan kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga karena tidak optimalnya pemanfaatan 

kewenangan desa untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah desa belum sepenuhnya 

memahami dan mengoptimalkan peran serta fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Desa, khususnya terkait 

pembentukan peraturan desa yang dapat mengatur berbagai aspek vital dalam kehidupan masyarakat desa. Oleh karena 

itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah desa dan BPD 

dalam memanfaatkan kewenangan desa, serta mendorong pembentukan peraturan desa yang responsif terhadap 

kebutuhan dan potensi lokal guna mewujudkan otonomi desa yang sejati dan berkelanjutan. 

Dalam situasi yang terungkap, penting untuk melihat bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk melindungi dan 

memperkuat otonomi desa di Desa Juanga. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran desa serta kebijakan pembangunan lokal. Mengaktifkan 

peran dan partisipasi aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representatif masyarakat dapat 

menjadi langkah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diadopsi benar-benar merefleksikan 

kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, diperlukan langkah-langkah konkrit untuk memperkuat 

mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa. Pembentukan lembaga pengawas 

independen, transparansi dalam pelaporan keuangan, dan peningkatan akses masyarakat terhadap informasi terkait 

anggaran desa dapat membantu mencegah potensi penyalahgunaan atau pengalihan dana desa yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan Desa Juanga dapat melangkah 

menuju arah yang lebih berdaya, mandiri, dan berkelanjutan, yang benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan dan 

kemajuan bagi seluruh masyarakat desa secara merata. 

Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas administratif dan teknis di tingkat desa melalui 

penyediaan pelatihan dan bantuan teknis yang relevan. Hal ini dapat dilakukan dengan mendukung program-program 

pengembangan kapasitas yang menargetkan peningkatan keterampilan dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, 

pelaporan, serta manajemen proyek pembangunan. Penguatan kapasitas administratif dan teknis akan memungkinkan 

Pemerintah Desa Juanga untuk lebih efektif dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi lokal, sekaligus memberikan 

landasan yang kokoh untuk pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi 

masyarakat. Dengan adanya perbaikan dalam manajemen keuangan dan sumber daya manusia, diharapkan desa dapat 

lebih mandiri secara ekonomi dan mampu mengarahkan pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan yang 

berkelanjutan. Aspek yang diperhatikan juga yaitu masalah keterbatasan dalam penetapan peraturan desa. Selama 

periode 2019-2023, Desa Juanga telah mengalami keterbatasan dalam penetapan peraturan desa yang mengatur berbagai 

aspek kehidupan masyarakat, termasuk pengelolaan sumber daya lokal dan ketertiban masyarakat. Hal ini menunjukkan 

bahwa meskipun Undang-Undang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur rumah tangganya 

sendiri, tetapi peran ini belum sepenuhnya direalisasikan secara efektif oleh Pemerintah Desa Juanga. Keterbatasan 

dalam pembentukan peraturan desa menimbulkan kekhawatiran akan kehilangan substansi otonomi desa dan 

pembatasan dalam menanggapi isu-isu lokal secara mandiri. 
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Tabel 3. Penetapan Peraturan Desa pada Periode 2019-2023 

No Tahun Nomor Tentang/Perihal 

1 2023 1 APBDes Desa Juanga Tahun 2023 

5 Perubahan APBDes Desa Juanga Tahun 2023 

2 2022 1 APBDes Desa Juanga Tahun 2022 

2 Perubahan APBDes Desa Juanga Tahun 2022 

3 2021 1 APBDes Desa Juanga Tahun 2021 

2 Perubahan APBDes Desa Juanga Tahun 2021 

4 2020 1 APBDes Desa Juanga Tahun 2020 

2 Perubahan APBDes Desa Juanga Tahun 2020 

5 2019 1 APBDes Desa Juanga Tahun 2019 

2 Perubahan APBDes Desa Juanga Tahun 2019 

 

Melalui analisis tabel yang disajikan, terlihat dengan jelas bahwa fungsi legislasi di Desa Juanga belum dioptimalkan 

dengan baik. Tidak adanya inovasi atau terobosan dalam pembentukan peraturan desa setiap tahun menandakan 

kurangnya kreativitas dari BPD dan Kepala Desa dalam menanggapi permasalahan yang muncul di desa. Situasi ini 

menggambarkan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya memanfaatkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-

Undang Desa secara maksimal. Selain intervensi eksternal, kurangnya upaya untuk memaksimalkan otonomi desa juga 

berkontribusi terhadap terbentuknya konsepsi pseudo otonomi desa yang teramati dalam konteks Desa Juanga. 

Diperlukan upaya yang lebih proaktif dan kreatif dari pemerintah desa dan BPD untuk memanfaatkan kewenangan desa 

secara optimal guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa. 

Dari analisis mendalam terhadap fenomena pseudo otonomi desa di Desa Juanga, dapat disimpulkan bahwa 

keberadaan dua faktor krusial, yaitu penekanan terhadap kesesuaian program desa dengan visi-misi Bupati dan 

intervensi eksternal yang kuat, secara signifikan mempengaruhi dinamika tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini 

juga menyoroti bahwa pengelolaan APBDes yang bersifat top down dan terbatasnya pemanfaatan potensi lokal sebagai 

sumber pendapatan asli desa telah menghambat proses pengembangan otonomi desa yang sejati. Terlebih lagi, minimnya 

inovasi dalam penyusunan peraturan desa dan keterlibatan eksternal dalam pengelolaan anggaran desa turut mereduksi 

substansi otonomi desa. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang lebih proaktif dan responsif dari pemerintah desa, 

BPD, dan stakeholders terkait untuk mendorong perubahan yang signifikan dan mengembangkan otonomi desa yang 

lebih berkelanjutan. Selanjutnya, terdapat kebutuhan akan pemahaman yang mendalam terkait prosedur dan dinamika 

pelaksanaan program pembangunan desa, serta perlunya strategi yang lebih efektif dalam menggali potensi lokal sebagai 

sumber pendapatan desa. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan terkait APBDes 

didasarkan pada urgensi lokal yang bersifat inklusif, serta mendorong terbentuknya peraturan desa yang responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, pengembangan otonomi desa yang autentik dan 

berkelanjutan dapat tercapai melalui langkah-langkah konkret dan kolaboratif dari semua pihak terkait. 

3.2. Implikasi dan Rekomendasi Dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Desa 

Implikasi dari penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman mendalam dan implementasi yang efektif terhadap 

prinsip-prinsip otonomi desa di Indonesia. Temuan penelitian ini menegaskan perlunya upaya yang lebih aktif dari 

pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya untuk 

memperkuat kapasitas dan pemahaman terkait peran serta kewenangan desa dalam pengelolaan dan pengambilan 

keputusan terkait anggaran serta program pembangunan desa. Di samping itu, penelitian ini juga menandai perlunya 

perubahan dalam pola pikir dan praktik pengelolaan keuangan desa dari yang semula bersifat top-down menjadi lebih 

partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memastikan 
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pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkesinambungan, serta memperkuat peran desa sebagai entitas otonom 

yang mampu mengatur urusan internal secara efektif dan inklusif sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. 

Penting untuk menegaskan bahwa perubahan yang signifikan dalam konteks Desa Juanga memerlukan kolaborasi 

yang erat antara pemerintah desa, BPD, masyarakat setempat, dan pemerintah daerah. Dibutuhkan platform dialog 

terbuka dan transparan yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, penganggaran, dan 

implementasi program pembangunan desa. Di samping itu, upaya yang lebih aktif dalam membangun kemitraan dengan 

berbagai pihak eksternal, termasuk lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pemerintah terkait, juga 

dapat memperkaya sumber daya dan pengetahuan yang tersedia untuk mendukung pembangunan desa secara holistik. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlunya adanya program pelatihan dan kapasitasi yang berkelanjutan bagi 

aparat pemerintah desa dan anggota BPD tidak boleh diabaikan. Pelatihan tersebut harus menitikberatkan pada 

pengembangan keterampilan manajerial, pengelolaan keuangan, perencanaan strategis, serta partisipasi aktif dalam 

proses pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, diharapkan pemerintah desa dan BPD dapat menjadi agen 

pembangunan yang tanggap dan adaptif, serta mampu mengatasi berbagai tantangan kompleks yang dihadapi oleh 

masyarakat desa. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak, 

tanggung jawab, dan peran aktif mereka dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Peningkatan 

partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan penggunaan dana desa, serta penegakan akuntabilitas yang 

lebih kuat terhadap pemerintah desa, dapat menjadi langkah penting dalam memastikan transparansi dan integritas dalam 

pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, tercipta lingkungan yang inklusif dan responsif di mana kepentingan 

masyarakat didengar dan diprioritaskan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan desa yang diadopsi. 

Temuan dari analisis terhadap kondisi pseudo otonomi desa di Desa Juanga memiliki implikasi yang signifikan bagi 

pembangunan desa secara keseluruhan. Ikut memahami secara lebih mendalam tentang hambatan-hambatan yang 

dihadapi dalam penerapan otonomi desa, pemerintah desa dan para pemangku kepentingan terkait dapat 

mengidentifikasi area-area prioritas yang memerlukan perbaikan dan perubahan yang mendesak. Selain itu, kesadaran 

akan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan desa dapat 

membuka pintu bagi partisipasi yang lebih luas dan terintegrasi dari masyarakat dalam proses pembangunan, yang pada 

gilirannya dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat desa. 

Berikut ini adalah lima rekomendasi penting untuk mengatasi permasalahan terkait pseudo otonomi desa dan 

implementasi kebijakan otonomi desa: 

 

Gambar 1. Beberapa rekomendasi yang dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan terkait pseudo otonomi desa dan 

implementasi kebijakan otonomi desa (Sumber: Diolah peneliti menggunakan Nvivo 12 Plus, 2023) 

Penguatan kapasitas administratif dan teknis di tingkat desa merupakan langkah krusial untuk meningkatkan 

efektivitas implementasi kebijakan otonomi desa. Pelatihan dan bantuan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan 

nyata desa dapat membantu aparat pemerintah desa memperoleh pengetahuan yang diperlukan dalam merencanakan, 

mengelola, dan melaporkan program-program pembangunan. Dengan mengadopsi pendekatan yang berfokus pada 

aspek praktis dan implementasi langsung, para pejabat desa dapat memperoleh keterampilan yang diperlukan dalam 

manajemen keuangan, penanganan anggaran, serta pelaksanaan proyek pembangunan secara efisien dan efektif. Selain 

itu, penyediaan pelatihan yang berkelanjutan dan adaptif memungkinkan untuk mengantisipasi perubahan kebijakan 
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serta menyesuaikan strategi dan taktik operasional yang relevan dengan kondisi lokal yang terus berkembang. Selain 

Itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa dan memperkuat mekanisme 

pengawasan yang efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui keterbukaan informasi publik, partisipasi aktif masyarakat 

dalam pengawasan, serta penerapan tata kelola yang akuntabel dan bertanggung jawab dalam penggunaan dana desa. 

Di sisi lain, penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait 

pembangunan desa. Ini dapat dicapai melalui pembentukan forum-forum diskusi dan konsultasi yang inklusif, serta 

pemberian edukasi kepada masyarakat tentang peran serta mereka dalam pembangunan desa dan pentingnya 

transparansi dalam penggunaan dana desa. 

Selain itu, juga diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik birokrasi yang merugikan dan 

penyalahgunaan kekuasaan di tingkat desa. Ini termasuk penerapan sanksi yang tegas, pembentukan lembaga pengawas 

yang independen, dan pendidikan tentang etika dan integritas kepada aparat pemerintah desa dan masyarakat secara 

luas. Ikut menegakkan integritas dan aturan hukum ini, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih baik dan 

berintegritas dalam pengelolaan dana desa serta pemerintahan desa secara keseluruhan. Rekomendasi tambahan yang 

penting adalah meminimalisir konflik kepentingan antar aktor di tingkat desa. Hal ini dapat dilakukan dengan 

mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selain 

itu, diperlukan penerapan standar etika yang jelas bagi para aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD), serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan 

yang merugikan pembangunan desa.  

Adanya upaya untuk memperkuat kapasitas administratif dan teknis di tingkat desa melalui pelatihan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan nyata desa, peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, partisipasi aktif 

masyarakat dalam pengambilan keputusan, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik birokrasi yang merugikan, 

serta upaya untuk meminimalisir konflik kepentingan antar aktor di tingkat desa, diharapkan dapat tercipta lingkungan 

yang berintegritas dan berkelanjutan dalam pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa secara efisien dan efektif. 

Langkah-langkah untuk memperkuat kapasitas administratif dan teknis di tingkat desa, peningkatan transparansi, 

partisipasi aktif masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta pencegahan konflik kepentingan di tingkat desa juga 

memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan desa dan otonomi desa. Dengan adanya peningkatan 

keterampilan dan pengetahuan para aparat pemerintah desa, pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara efisien dan 

efektif, mendorong pertumbuhan pembangunan berkelanjutan. Transparansi dan partisipasi masyarakat dapat 

memperkuat akuntabilitas dan legitimasi kebijakan desa, sementara penegakan hukum yang tegas akan mencegah 

penyalahgunaan kekuasaan, menciptakan lingkungan yang lebih terpercaya bagi masyarakat. Dengan demikian, 

langkah-langkah tersebut secara bersama-sama akan memperkuat otonomi desa dan mengarah pada pembangunan desa 

yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. 

4. Kesimpulan 

Masalah mekanisme APBDes yang bersifat top down di Desa Juanga menunjukkan bahwa kewenangan desa secara 

tidak langsung ditentukan oleh pihak otoritas di atasnya. Hal ini telah mengaburkan daya aktualisasi otonomi desa yang 

seharusnya diberikan oleh Undang-Undang, menyebabkan otonomi desa yang tampaknya hanya menjadi konsepsi semu. 

Terlebih lagi, kurangnya penggunaan maksimal kewenangan otonomi desa telah menyumbang pada konsepsi pseudo 

otonomi desa, terutama terkait dengan kurangnya upaya dalam pembentukan peraturan desa yang responsif terhadap 

kebutuhan lokal. Kedua faktor ini bersama-sama telah menghasilkan lingkungan pemerintahan desa yang terjebak dalam 

kendali pranata kekuasaan yang lebih besar, menghambat kemampuan desa dalam mengatur urusan internal secara 

mandiri dan berkesinambungan. Diperlukan tindakan yang lebih tegas untuk memastikan bahwa kewenangan desa dapat 

diaktualisasikan secara nyata dan konsep otonomi desa dapat terealisasi dengan baik. 

Implikasi temuan ini memberikan landasan penting bagi pembangunan desa yang lebih berkelanjutan dan inklusif. 

Dengan memahami secara mendalam tantangan yang dihadapi oleh Desa Juanga, pemerintah desa dan stakeholders 

terkait dapat mengadopsi langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan responsif. Dengan mendorong pengelolaan 

anggaran desa yang lebih transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pembangunan desa 

dapat berfokus pada peningkatan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, penekanan pada 

pemanfaatan potensi lokal sebagai sumber pendapatan desa dapat memperkuat daya saing ekonomi lokal, mendorong 

kemandirian ekonomi desa, dan menciptakan peluang berkelanjutan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan 

menengah. 

Selanjutnya, temuan ini menggarisbawahi pentingnya penguatan otonomi desa dalam konteks pelaksanaan kebijakan 

pembangunan. Dengan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada pemerintah desa dan BPD untuk mengambil 

peran yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan lokal, diharapkan tercipta kemandirian yang 

lebih baik dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya desa. Studi ini merekomendasikan beberapa aspek penting 
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yang perlu dipertimbangkan di antaranya memperkuat kapasitas administratif dan teknis di tingkat desa, peningkatan 

transparansi, partisipasi aktif masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta pencegahan konflik kepentingan juga 

memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan desa dan otonomi desa di masa yang akan datang. 
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